
LEMBARAN DAERAH
NOMOR 69

KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2OO9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN PERTA/\,IA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 12 TAHUN 2OO7 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I\^AHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa datam rangka penyetenggaraan
pemerintahan, petaksanaan pembangunan dan
petayanan kemasyarakatan, maka dipertukan
penataan kembati organisasi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan
proporsionat sehingga terwujud pemerintahan
yang baik (Good Governance);

' b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah, pertu
disempurnakan kembati dengan memperhatikan
kebutuhan Riit pembentukan Perangkat Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b

tersebut diatas, maka perlu ditetapkan datam
Peraturan Daerah Perubahan.



Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di
Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18221;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyetenggaraan Negara yang Bebas dari
Korupsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2@4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2ffi4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah dan yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
20C4. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor rl438);

3.

4.

5.

6.
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikat di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipit
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 47631;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembai'an Negara Tahun 20A7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 47371;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 7007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12

Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan

BUPATI KONAWE

DEWAN



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG
PERUBAHAN PERTAA,IA PEMTURAN DAEMH
KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2OO7

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan datam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007
Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Ketentuan Pasat 3 huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

j. Dinas Sosiat

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang-bidang :

i. Bidang Pengendatian Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan (PMPTK)

1. Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karir
2. Seksi Penghargaan, Pertindungan dan Kesejahteraan
3. Seksi Evatuasi dan Pelaporan
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ii. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) dan Prasekotah
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Prasekotah
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan

Prasekolah
3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan Prasekotah

iii. Bidang Pendidikan Menengah (Dll$^EN)
1. Seksi Kurikutum Pendidikan Menengah
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah

iv. Bidang Pendidikan Non Formal
1. Seksi Pendidikan Kesetaraan
7. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
3. Seksi Pembinaan Kursus Ketembagaan dan Gender

d. Jabatan Fungsional

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdir-i dari :

a. Kepata Dinas
b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Petaporan

c. Bidang-bidang
i. Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja,

Pei'luasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga
Kerja
1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Datam Negeri
7. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Luar Negeri dan Pengerahan Jasa TKI
3. Seksi Peiatihan dan Pembinaan Produktifitas

Tenaga Kerja
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ii. Bidang Pengembangan, Pengawasan Ketenagakerjaan,
Hubungan lndustria[ dan Jamsosotek
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

dan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jamsostek
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja

iii. Bidang Persiapan Penempatan Transmigrasi dan
Penataan Pemukiman Penduduk Setempat
1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan
2. Seksi Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan

Transmigrasi
3. Seksi Promosi, lnvestasi dan Kemitraan

iv. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
1. Seksi Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan

Pengawasan
7. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan

Transmigrasi
d. Jabatan Fungsionaf

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) huruf c diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(9) Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepata Dinas
b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Pertengkapan
iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Petaporan

c. Bidang-bidang
i. Bidang Pengembangan Lahan dan Air

1. Seksi Pengotahan dan Perluasan Areat
2. Seksi Pengelolaan Air dan Konservasi
3. Seksi Sarana dan Prasarana
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ii. Bidang Produksi Tanaman Pangan
1. Seksi Sereatia
2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
3. Seksi Sarana dan Pertindungan Tanaman Pangan

iii. Bidang Produksi Perkebunan
1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Perkebunan
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
3. Seksi Pertindungan Tanaman

iv. Bidang Produksi Hortikuttura
1. Seksi Tanaman Buah dan Hias
2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka
3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman

Hortikultura
v. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1. Seksi Sarana Pengotahan Hasil
2. Seksi Petayanan Usaha dan Mutu Hasil
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasit

vi. Bidang Produksi Peternakan
1. Seksi Perbibitan Ternak
2. Seksi Penyebaran Ternak
3. Seksi Pakan Temak

vii. Bidang Kesehatan Hewan
1. Seksi Pengobatan Penyakit Hewan
2. Seksi Pengendatian Penyakit Hewan
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Jabatan Fungsionat

Ketentuan Pasat 5 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(10) Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
ii. Sub Bagian Keuangan dan Pertengkapan
iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Petaporan
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c. Bidang-bidang
i. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosia[

1. Seksi Pengumpulan, Pengetolaan Sumber Dana
Sosial dan Pengawasan Panti Sosial

2. Seksi Bantuan SosiaI Korban Tindak Kekerasan dan
Pekerja Migran

3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Atam dan
Bencana SosiaI

ii. Bidang Pemberdayaan Sosiat
1. Seksi Pemberdayaan Sosia.l Ketuarga Miskin
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Ketuarga
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat

Terpencil
iii. Bidang Petayanan dan Rehabititasi Sosial

1. Seksi Petayanan Rehabititasi Sosiat Tuna Sosial
2. Seksi Pelayanan Rehabititasi Sosiat Penyandang

Cacat
3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

iv. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosiat
1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang

Taruna
2. Seksi Pemberdayaan Tenaga

Masyarakat dan Kemitraan
3. Seksi Kepahtawanan,

Kesetiakawanan SosiaI

d. Jabatan Fungsionat

Kesejahteraan Sosial

Keperintisan dan

7. Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran ll,
lV, X dan Xl Peraturan Daerah ini.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mutai bertaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya datam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggat 26 Juni 2009

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAEMH

T.T.D

MUSTARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2OO9 NOMOR : 69

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM KAB. KONAWE,

NlP. 19590205 199303 1 002

UNTUK SALINAN
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KAB. KONAWE

SUB BAGIAN
UMUM &

KXPEGAWAIAN

LAMPIRAN II : PERA-IURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 05 TAHL|N 2009
TANGGAL . 26 JTINI 2OO9

BUP,ATI KONAWE,

TT

KEPALA DINAS

SEKRETARIATJABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
KELTANGAN &

PERIENGKAP.AN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

BIDAI\G
PENGENDALI.4,\ MUTU

PENDIDIKAN & T Err* AG..l
KEPENDIDIK.{\ (P\,1PTKJ

BIDA:{G
PE\DIDIKAN DASAR

(DIKDAS) & PRASEKOLAII

BIDANG
PENDIDIKAN
NON FORMAL

BII).\\(;
PE\I)IDIK.\\ \IEN ENG^\H

(DrK\rE\)

SI]KSI
KOIIPETE\SI &

PB,\(;ElIB.{\(;.\N
K{RIR

SEKSI
KURIKULUI{ DIKDAS

& PRASEKOLAH

SEKSI
PE]\'DIDIKAN
KESETARAAN

SEKSI
PENGH.4,RG.,\.\\,

PERI,I\DT:\GT\ &
KB,SE.JAHTDR.A..\N

SEKSI
S.\I{r\\.\ & PR-{SARANA
PF],I{DIDIK.{\ D..\SAR &

PRASEKOT,AH

SEKSI
PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

SEKSI
EVALUASI &
PELAPORAN

sf,Ksi
KI.],SIS\1'.\--\\ P Ii\ DIDIKT\\
I).\S.\R & PRASEKOLAH

SENSI
I,F]}1BI\.\.t\ KURSL S

KEI,E\tB.\GA.\\ &
GE\DIiR

SEIiSI
s.\R.\\.\ & liR.\s.\R.\\.\

PF]\DIDIK.\\ \IE\E\G.\;I

SI.,IiSI
Kt RII\l I-t'lI

P[-\I)IDIK.\\ \IENE\G.\I{

fiftKsl
KESI-\\\'A.{,\

PII,\DIDIK.\\ \IE\E\G..\II

DISALIN SES

KABAG. HUKU
DENGAN AsLINYA
TDA KAB. KONAWE,

NtP.19590205 199303 1 002
H LUK]\,IAN ABUNAW-\S



BAGAN SUSUNAN ORGANI SASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KAB. KONAWE

SEKSI
PELATTHA\ & P ENIBL\Ad\i

PRODUKTIFIT.4,S
1'IiN.\GA KERJA

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUilI DTNGAN ASTINYA

KABAG. HUKUMNETDA KAB. KONAWE,

KEPALA DINAS

JABATAN FLTNGSIONAL

I}II),L\G
PERENC,,1.I(..l\A.i\i, PENE\{PATA\

TK. PERLL;.ASAr\ KERJA &
PEI,ATTH-d\ PRODIIXTIFITA S

TE5.\GA KERJ.\

BID.\\G
PE\IB., PE\GAW.,

KEt' U\.-\(;.-\KERJ..{,.4,N &
III'8. I\DUSTRIAL &

.I-\IISOSTEK

BIDANG
PERSIAPAN PENE}TPA'I'AN

TRANS. & PENATAA\
PF]\IUKI}tA\ PE\DI'DI'K

SETF,T{P..\T

SI]KSI
PI]\IBIN.\A\ & PENE\IPAl'd\i

TENAG..\ K ERJ.{ D.,!,1.d\l
\EGERI

SEKSI
PF]RT]\C., SD\I .{PAR..\TTR &

PE\G.{\\-AS.\N
K itl' E-\.\G.,\ XER.I.A,.L\

SIiKSI
PT]\YIAP.\\ PEIILKI}I.{\

& PENI'\'IP.\'TA\

SEKSI
P ET'BIIiil!4,\ & PE\EIIP..\TI\

TET.{CA KERJA LTi-\R NE(;ERI &
P E}..C;ER.{.I[{N J.{S..\ T KI

SEKSI
PENGARAH \N & F.{SI LI"T.,\S

PERPI.\D.\TLA.\ TR.!\ S.

SEKSI
PE,\IBI\A.,\\ SD\I

.'\PAR;\'tUR

SEKSI
P}:\IBL\.{.\\ ITUB.

I\ I)I'S]'RI.\L & Jd\ISOSTEK

SI'KSI
PRONIOSI, IN\IEST.\SI &

KE}IITR\..\\

SEKSI
PI]\CE\TB. \IASY. &
r!\\\'.{s.,\\ TRA)(s.

SEKSI
PF]\I BL\.{.{\ & PE\G.4,\\"{SA\

1'E.\AGA KER.JA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PENY. PROGRAM

& PELAPORAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN &

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN
UMUM &

KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN IV: PERA. URAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 JLrNI 2009

SEKST
KD BI,I-\K-{\, PER I]NCI\iA.{-\,
PE\ I BL\..t.{\ & P IiNGAIVA S.'{.\

BUP.,\TI KO\JAWE,

TT D

H LIIK\IAN ABUNAWAS

H. ARIF BADI.ISH
19590205 '199303 1 002



BAGAN S USUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KAB. KONAWE

LAI\,{PIRAN X: PERAI'URAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL .. 26 JUNI

BIDANG
PENGOLAHAJ{ &

PEMASARAN HASIL

BL'PATI KONAWE,

TTD

FI I,L I(\IA\ ABLINAWAS

KEPALA DINAS

JABATAN FLINGSIONAL

BIDANG
KESEIIATAII

HEWAN

BIDANG
PRODTJKSI

PETERNAKAN

SEKSI
PENGE\ts.A,\GAN .t

IJUDIDA\"\ PERKEBL:..i..\\

SF]KSI
]'.\\,\\{A\ BU.*r &

HIAS

S}1KSI
KAC.\\G.I\AC.L\G.\\

& U\{BI.L'\IBI,\\

SF.KS I
S AR.d\.\ & PR-{S.\R.L\.,\

PERKEBL\.L\

SEKSI
S..\YUR.L\ &

RIOFAR).IAK.\

{cL'eI

S.\RA\.{ & PI..RI-I\TX- \G.\\
T.ANA.\.,,1A\ P.AN('i r\. \

SEKSI
PERLI\DL\G.\\

T.L\.{\l.d\

SIlK:il
SAi<A\,I, & PER;I\DUNGA\
TI\).]IL\IAN HOITl'IKULI'URA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUB BAGTAN
KEUANGAN &

PERLENGKAPAN

BIDANG
PENGEMBANGAN

I.AI{AN& AIR

SEKSI
PEN(JOLAI-I.{\ &

PERI-L.\S.{\ ..\R!-. \L

SEKSI
PENGOLAH.{\..UR &

KO\SER\'.A,SI

SEKSI
s.\R.{\.4, &

PRASARA\T\

SEKSI
PENGOBAT.{\

PLNYAKI'f HE\\r.{\

SEKSI
PENGENDALIA.\

PI]NY.{KIT HE'*"I\

SEKSI
KLSEi-IATAN \IAS \ARAK.\1

\/IiTL]RINER

SUBBAGIAN
PENY. PROGRAM
& PELAPORAN

SEKSI
S.\R.\\.\

PIi\(;0I,AI I.\N Hr\SII-

SEKSI
Pl:ll-.\\'. \N.{.\ US.\l I A

& \lti'TU II.\SIl.

SEKSI
PRO\'IOSI &

Pl:ltl^-\SAR.\\ H:\SIL

sli K-q t
PERIIIBI l.L\ f IR\.-\K

SIiKSI
PL,\\'i., B..\R.\\

TER\.\K

SIIKS I

P.\K.\\ ThR\.{K

DISALIN SESU I DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKU ETDA KAB. KONAWE,

NlP. 195e



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KAB. KONAWE

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 JTJNI 2009

SEKITBTARIAT

BUPATI KONAWE.

SEKSI
PE\GL\@I,ILAN,

I)E\GELOLAAN STINTBER
DANA SOSIAL &

PE\G,\\\'ASAN PANTI SOSI.AL

UNTUK SALINAN
DlsALtN SESr,$t DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUI,| FETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BAD SH

KEPALA DINAS

JABATAN FLTNGSIONAL

SUB BAGIAN
KEUANGAN &

PERLENGKAPAN

ST'B BAGLIN
PENY. PROGRAM

& PELAPORAN

BIDANG
BANTUAN &

JAMINAN SOSIAL

BIDANG
PEMBERDAYAAN

SOSIAL

BIDANG
PELAYANAN &

RTHABILITAST SOSIAL

BID.{\(;
PE\IBERD.{\'.\:\\

KEI-E\IBAG.{,.\\ SOSI.\I,

SEKSI
PEMBERDAYAAN

SOSIAL KEI,UARGA
NtrSKIN

SEKSI
PE\{BERI)AY.\.r.\

ORGA\ISASI SOSIAL 8:
K.4RANG TARLI.I\i^.\

SEKSI
tsANTUAN SOSIAL KORBA\

TIND.{K KEKERASAN &
PEKER]AMIGRAN

SEKSI
PEMBERDAYAAN

SOSIAL PERAN
KFT,IIATiGA

SEKSI
PE\ BERDAYi\.\N TENr\Gr\
(ESEJAHTERA.AN SOSIAL,

\LASYARAK.AT &
KEMITRAAN

SEKSI
BANTUAN SOSIAL KORRAN

BE\CANA ALAM &
BENCANA SOSIAL

SEKSI
PE\{BERDi\YA{\

SOSIAL KON{U}.iITAS
.{D.{T TERPENCIL

SEKSI

KEP.AHL,{WANAN,
KEPERI\TISAN &

I.Jr SETIAKAW.{\].AN SOSI:\ L

SEiisI
PIrl..{\'.{N..\l\'

REH.{BILITASI SOSIAI-
1'L\.A. SOSIAi-

SEKSI
PELATANAN

REH.{BILITASI SOSIAI,
PE\Y.{\D.{NG CACAl'

SEKSI
PELAYAN.{\ SOSI.4.I,
{\AIi & L.\'JLIT USI:\

T.T.D

NtP.19590205 199 03 1 002 H LUKMAN ABLNAWAS




